PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YOGYAKARTA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NOMOR : K-1/01/PKIV/2010
NOMOR : 415.4/PK/10/2010

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas buan Mei tahun Dua Ribu Sepuluh bertempat
di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

1 Nama : RAHAJU NINGTYAS, S.Kp., M.Kep.

Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi limu Kesehatan Yogyakarta.

Alamat : Jalan Nitikan Baru Nomor 69 Kota Yogyakarta, dalam hal ini
bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu
sah mewakili Sekolah Tinggi limu Kesehatan Yogyakarta yang
berkedudukan di Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2 Nama : drg. H. WIDODO, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
Alamat : Jalan Kolonel Sugiono Nomor 1 Wonosari, dalam hal ini bertindak
dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili
Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang berkedudukan di
Wonosari, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut
sebagai PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Kesepakatan bersama Antara Sekolah
Tinggi limu Kesehatan Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang
Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Nomor
K-1/07/MoU/\N/2010 dan Nomor 415.4/06.2/2010 Tanggal 10 Mei 2010 maka PARA
PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian

Kerja Sama tentang Praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :



10.

11.

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanan Kerja Sama Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
86/D/0O/2009 tentang Pemberian ljin Penyelenggaraan Program-program studi
dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilimu Kesehatan (STIKES) Yogyakarta
Diselenggarakan oleh Yayasan Samodra limu Cendekia di Yogyakarta.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas
Daerah.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 182 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Dinas Kesehatan .

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Bidang Kesehatan di Kabupaten
Gunungkidul.

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 28/KPTS/2010 tentang Besarnya Biaya
Praktek Kerja Lapangan Bidang Kesehatan.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di
Jalan Kolonel Sugiono Nomor 1 Wonosari, Telepon 0274-391503.

Mahasiswa adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi lImu Kesehatan Yogyakarta.
Praktek Kerja Lapangan untuk selanjutnya disebut PKL adalah Pengiriman
Mahasiswa dari institusi pendidikan untuk menerapkan disiplin ilmu di fasilitas
pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.



‘nyjelseq Bueh uenjusiey lensas ueuelejad esel uep ‘euesyelad esel
‘eueses esel edniaq Md eAelq ueuaquaw ueqifema)aq NLVSIN MVHId B

- d
emsiseyew eped isinedns ueyeuesyejaw ueqifemaxiaq NLVSIN MVHIA )

‘eMsISBYEW uele|e|a)
leqnie yesns Buek yd jele nuebBusw ueqifemsyieq NLVSIN MVHIA @
‘ueeuesyejad wnjages
ueing (mes) | jeqwe| Bunyed ‘ueeuesyeled uenoe eybueisy uebusp
idexbuajip M4 ueuoyouuad ueynlebusw ueqifemsyiaq NLYSIN MVHIA P
“d ueeiebbuajaAuad uelepuad jisey yajosadwaw yeylaq N1YSIM MvHId 2
VYNA3IM MYHId ueninjesiad seje 4 uenpaday ynjun seuiq ys|o
pipwip BueA eueseseid uep eueles uexeunBBusaw yeysaq N1YSIY MvYHId 9
“™Md uewejebuad uep uebuiquuiq
uexjedepusw ynjun emsiseyew uelwuibusw Meyeq NIVSIM MvHId B

: ymjuaq 1ebeges ueqifemay uep ey leAundwaw N1vSIN MYHIL

WVHId YHVd NVEIPYMIM NVA MVH
g lesed

"Seulq Ip JeyeleAsew ueipgebuad uep uelyjauad uejelbay uejeybuiusd 0
emsiseyew 16eq uenyejabuad ueieybuiuad q

‘uejeyasey Buepiq Hd e

- gndiaw 1ui uellueliag dmybui] ueny

"SeuI] Ip M ueeuesyelad yejepe ewes eliay uellueliad 39490

dNMONIT ONVNYE NVA M3A80
¥ |lesed

“yepjeud
undnew uo8) eledes uenyelsbuad nwy Jexnuaq Buies uebusp seuiq
Ip uejeyasay ebeus) ueuedejod ninw uexjexbuiuaw uep ueybuequabusyy 'q
‘emsiseyew yapjeld Jefejaq uewejebuad senpadwaw
uebuap ueynejad uep ueyipipuad ueelebBbusjeAusd mnw uexexbuiusyy e
: Imjueq lebeges eweg eliay uellueliad uenin|
‘uejeyasay ueuelejad ueleybuiuad
ynun ueyipipuad ueesebbusjeAusd welep HvHId Vavd 16eq ueybunmunbusw
uep muequwow Buies 3nun yejepe iul eweg elbey uellueliad pnsyep

NYNrNL NYa GNSYHYIA
¢ |esed

(1)

(2
(1)

@

(1)



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. PIHAK KEDUA berhak mendayagunakan mahasiswa PKL dalam
melaksanakan layanan kesehatan di Dinas;

b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan masukan dari PIHAK KESATU
mengenai perbaikan sistem dan prosedur pelayanan kesehatan;

¢. PIHAK KEDUA berhak menerima laporan hasil kegiatan PKL,

d. PIHAK KEDUA berhak menerima biaya PKL berupa jasa sarana, jasa
pelaksana, dan jasa pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku;

e. PIHAK KEDUA berhak membuat jadwal PKL sesuai dengan program
pelayanan PIHAK KEDUA dan program PIHAK KESATU;

f. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bimbingan kepada mahasiswa;

g. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk belajar dan mendapatkan pengalaman PKL,;

h. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi kepada PIHAK
KESATU tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran dan
kerusakan alat yang dilakukan oleh mahasiswa;

i. PIHAK KEDUA Dberkewajiban memfasilitasi mahasiswa untuk
menggunakan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan tujuan
pendidikan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan PKL dibebankan
pada PIHAK KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan kegiatan PKL berupa jasa sarana, jasa pelaksana, dan jasa
pelayanan yang diterima oleh PIHAK KEDUA untuk disetor ke Kas Daerah
sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung
sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setiap tahun atau menurut
kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
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Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum
apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah
yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan
berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini, diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan
penyelesaian ke Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum
(domisili) yang umum/tetap di Pengadilan Negeri Wonosari.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Hal-hal yang merupakan Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam Perjanjian
Kerja Sama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam,
bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-
undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain
atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-
hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar
kekuasaan PARA PIHAK.

Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung
jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama akibat “Keadaan Kahar (Force Majeure)” dan PARA
PIHAK akan dibebaskan atas hak dan kewajiban atas pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini.



Pasal 11
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di
kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum
dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup,
yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

drg. H. WIDODO, MM. RAHAJU NINGTYAS, S.Kp., M.Kep.



